
 

 
 
 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 
SEKRETARIAT JENDERAL 

------------------ 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
SEKRETARIS JENDERAL 

TAHUN 2020-2024 
 

1. Nama Unit Organisasi : Sekretaris Jenderal DPD RI. 

2. Tugas : Menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian 
terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 
Dewan Perwakilan Daerah RI. 

3. Fungsi : a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis 
Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit 
organisasi Sekretariat Jenderal; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 
dukungan persidangan kepada DPD RI; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan 
dukungan administrasi kepada DPD RI; 

e. pelaksanaan dukungan administratif dan keahlian 
kepada DPD RI di daerah pemilihan; 

f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan 
pengawasan internal Sekretariat Jenderal; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada 
Pimpinan DPD RI; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh DPD 
RI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Indikator Kinerja Utama : 
 
 

NO URAIAN 
SUMBER 

DATA 
TARGET FORMULASI PENGUKURAN 

1 2 3 4 5 

1.  Rasio draft hasil 
Rancangan 
Undang-Undang 
inisatif dan 
pandangan 
pendapat serta 
pertimbangan yang 
diputuskan dalam 
Sidang Paripurna 
terhadap total draft 
hasil rancangan 
Undang-Undang 
dan pandangan 
pendapat serta 
Pertimbangan yang 
dihasilkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biro 
Persidangan I 

dan II 

82% 1. Identifikasi berita acara serah 
terima draft hasil Rancangan 
Undang-Undang lingkup Komite I 
(A),Komite II (B), Komite III (C), 
Komite IV (D) dan Panitia 
Perancang Undang-Undang (E). 

2. Identifikasi berita acara serah 
terima draft hasil Pandangan 
Pendapat lingkup Komite I 
(F),Komite II (G), Komite III (H) dan 
Komite IV (I). 

3. Hitung total dokumen draft hasil 
Rancangan Undang-Undang 
lingkup Komite I (J),Komite II (K), 
Komite III (L), Komite IV (M) dan 
Panitia Perancang Undang-Undang 
(N). 

4. Hitung total dokumen draft hasil 
Pandangan Pendapat lingkup 
Komite I (O),Komite II (P), Komite III 
(Q) dan Komite IV (R). 

5. Hitung rasio dengan rumus: 
(𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸) + (𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼)

(𝐽 + 𝐾 + 𝐿 +𝑀 +𝑁) + (𝑂 + 𝑃 + 𝑄 + 𝑅)
𝑋100 

2.  Rasio draft hasil 
pengawasan 
pelaksanaan 
Undang-Undang 
yang diputuskan 
dalam Sidang 
Paripurna DPD RI 
terhadap total draft 
hasil pengawasan 
pelaksanaan 
Undang-Undang 
yang dihasilkan 

Biro 
Persidangan I 

dan II 

82% 1. Identifikasi berita acara serah terima 
draft hasil pengawasan pelaksanaan 
Undang-Undang lingkup Komite I 
(A),Komite II (B), Komite III (C), 
Komite IV (D) dan Badan 
Akuntabilitas Publik (E). 

2. Hitung total dokumen draft hasil 
pengawasan pelaksanaan Undang-
Undang lingkup Komite I (F),Komite II 
(G), Komite III (H), Komite IV (I) dan 
Badan Akuntabilitas Publik (J). 

3. Hitung rasio dengan rumus: 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽
𝑋100% 

 



3.  Rasio draft hasil 
pertimbangan dan 
pertimbangan 
anggaran yang 
diputuskan dalam 
Sidang Paripurna 
terhadap total draft 
pertimbangan 
anggaran yang 
dihasilkan 

Biro 
Persidangan I 

dan II 

68% 

1. draft hasil pertimbangan dan 
pertimbangan anggaran pelaksanaan 
Undang-Undang lingkup Komite I 
(A),Komite II (B), Komite III (C), 
Komite IV (D) dan Badan 
Akuntabilitas Publik (E). 

2. Hitung total dokumen draft hasil 
pertimbangan dan pertimbangan 
anggaran pelaksanaan Undang-
Undang lingkup Komite I (F),Komite II 
(G), Komite III (H), Komite IV (I) dan 
Badan Akuntabilitas Publik (J). 

3. Hitung rasio dengan rumus: 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽
𝑋100% 

 

4.  Rasio draft 
peraturan/keputusa
n dan rekomendasi 
yang diputuskan 
dalam Sidang 
Paripurna terhadap 
total draft hasil 
peraturan/keputusa
n dan rekomendasi 
yang dihasilkan 

Biro 
Persidangan I 

dan II 

78% 

1. draft hasil peraturan/keputusan dan 
rekomendasi pelaksanaan Undang-
Undang lingkup Komite I (A),Komite 
II (B), Komite III (C), Komite IV (D) 
dan Badan Akuntabilitas Publik (E). 

2. Hitung total dokumen draft hasil 
peraturan/keputusan dan 
rekomendasi pelaksanaan Undang-
Undang lingkup Komite I (F),Komite II 
(G), Komite III (H), Komite IV (I) dan 
Badan Akuntabilitas Publik (J). 

3. Hitung rasio dengan rumus: 
𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸

𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 + 𝐽
𝑋100% 

 

5.  
Rasio hasil 
penelitian/kajian, 
perancangan, dan 
data peraturan 
perundang-
undangan yang 
bermanfaat bagi 
DPD RI terhadap 
total 
penelitian/kajian, 
perancangan, dan 
data peraturan 
perundang-
undangan serta 
data dan informasi 
anggaran, 
hubungan pusat dan 
daerah, 

Pusat 
Perancangan 

dan Kajian 
Kebijakan 

Hukum dan 
Pusat Kajian 

Kebijakan 
Daerah dan 
Anggaran 

85% 

1. draft hasil penelitian/kajian, 
perancangan, dan data peraturan 
perundang-undangan yang 
bermanfaat bagi DPD RI terhadap 
total penelitian/kajian, perancangan, 
dan data peraturan perundang-
undangan serta data dan informasi 
anggaran, hubungan pusat dan 
daerah, pembangunan daerah, 
sumber daya alam, dan potensi 
daerah yang dihasilkan dari Pusat 
Perancangan dan Kajian Kebijakan 
Hukum dan Pusat Kajian Kebijakan 
Daerah dan Anggaran 

2. Hitung total dokumen draft hasil 
penelitian/kajian, perancangan, dan 
data peraturan perundang-undangan 
yang bermanfaat bagi DPD RI 



pembangunan 
daerah, sumber 
daya alam, dan 
potensi daerah yang 
dihasilkan 

terhadap total penelitian/kajian, 
perancangan, dan data peraturan 
perundang-undangan serta data dan 
informasi anggaran, hubungan pusat 
dan daerah, pembangunan daerah, 
sumber daya alam, dan potensi 
daerah yang dihasilkan dari Pusat 
Perancangan dan Kajian Kebijakan 
Hukum dan Pusat Kajian Kebijakan 
Daerah dan Anggaran 

 

6.  
Rasio hasil 
pengolahan aspirasi 
masyarakat yang 
dimanfaatkan oleh 
Anggota DPD dan 
Alat Kelengkapan 
terhadap total hasil 
pengolahan aspirasi 
masyarakat 

 

Puskadaran 

85% 

1. Hitung hasil pengolahan aspirasi 
masyarakat dalam bentuk laporan 
yang dihasilkan. 

2. Bandingkan dengan jumlah bukti 
realisasi pemenuhan IKSS pada 
tabel diatas. 

3. Hitung rasio dengan rumus: 
 

 

7.  
Tingkat kepuasan 
Anggota DPD RI 
atas dukungan 
administrasi dan 
keahlian Sekretariat 
Jenderal DPD RI  

Biro 
OKK 

3,4 

1. Tentukan bobot masing-masing 
pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan 
(total bobot seluruh pertanyaan harus 
sama dengan 100%). 

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap 
pertanyaan dengan rumus : Skala 
likert (n) x Jumlah responden yang 
memilih skala tersebut (f). Lakukan 
untuk seluruh skala dan seluruh 
responden. Jumlahkan nilai 
kepuasan setiap pertanyaan (Σ(fn)) 
serta jumlah responden yang memilih 
(Σf). 

3. Hitung rata-rata jawaban responden 
(n) untuk setiap pertanyaan dengan 
rumus : (Σ(fn)) / (Σf). 

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap 
pertanyaan (X) dengan rumus : (X) =  
(σn) x (bn). 

5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk 
seluruh pertanyaan. 

 

8.  Tingkat Kepatuhan 
dukungan 
pelaksanaan sidang 
dan rapat 

Biro 
Persidangan I 

dan II 
100% 

1. Hitung total checklist kebutuhan yang 
harus dipenuhi (pembilang). 

2. Hitung total checklist terisi 
(penyebut). 

3. Bandingkan antara (1) dan (2) untuk 
menentukan persentase kepatuhan. 



 

9.  
Rasio pemberitaan 
negatif DPD RI 
terhadap total 
pemberitaan DPD 
RI 

Biro Protokol, 
Humas dan 

Media 
10% 

1. Hitung total berita negatif terkait 
DPD RI 

2. Hitung Total Pemberitaan terkait 
DPD RI 

3. Total berita negatif x 100% 
Total berita 
 

10.  Nilai Kriteria hasil 
RB Setjen DPD RI 

Biro OKK 

32 

1. Bandingkan antara target kinerja nilai 
RB dengan hasil evaluasi RB dari 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (MenPAN RB). 

2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum 
diterbitkan, maka gunakan hasil 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
Inspektorat. 
 

11.  Total nilai kriteria 
pengungkit RB 
Setjen DPD RI 

Biro OKK 

36 

1. Bandingkan antara target kinerja nilai 
RB dengan hasil evaluasi RB dari 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (MenPAN RB) pada bagian 
kriteria pengungkit. 

2. Jika nilai RB dari MenPAN RB belum 
diterbitkan, maka gunakan hasil 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
Inspektorat pada bagian kriteria 
pengungkit. 
 

12.  Rasio rencana aksi 
RB Setjen DPD RI 
yang terlaksana 
terhadap total 
rencana aksi RB 
Setjen DPD RI 

Biro OKK 

83% 

1. Hitung kegiatan yang tercantum 
dalam rencana aksi RB Setjen DPD 
RI tahun berjalan. 

2. Hitung laporan pelaksanaan kegiatan 
rencana aksi RB Setjen DPD RI 
tahun berjalan. 

3. Hitung rasio dengan rumus: 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑅𝐵 𝑆𝑒𝑡𝑗𝑒𝑛 𝐷𝑃𝐷 𝑅𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑅𝐵  𝑆𝑒𝑡𝑗𝑒𝑛 𝐷𝑃𝐷 𝑅𝐼 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑋100% 

 
 


